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Abstrak 

Penelitian ini ditujukan untuk kita dapat mengetahui sejauh mana Indonesia 

sebagai negara yang secara aktif beerpartisipasi dalam kerangka regulasi 

internasional, khususnya dalam konteeks peengesahan dokumen meelalui Konveensi 

Apostille.Metode yang digunakan adalah peeneelitian yuridis normatif. Penelitian 

normatif adalah jenis penelitian yang merupakan penerapan hukum dengan cara 

bereksperimen dengan menggunakan bahan pustaka atau library research. Hasil 

penelitian ini menunjukan Implementasi Konveensi Apostillee di Indoneesia secara 

umum dapat dikatakan dipandang positif karena layanan Apostille telah berhasil 

meenyeedeerhanakan proses legalisasi dokumen publik baik untuk dokumen publik 

maupun otoritas pemerintah. Meskipun demikian, terdapat bebeerapa tantangan 

yang dihadapi Indonesia dalam implementasi Konvensi Apostille, seperti, 

pengetahuan dan pemahaman tentang Konvensi Apostille masih belum merata di 

kalangan masyarakat dan pejabat publik di Indonesia, sistem dan prosedur 

penerbitan sertifikat apostille di Indonesia masih peerlu disempurnakan, dan 

pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk 

melaksanakan Konvensi Apostille. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan 

yang dihadapi Indonesia dalam implementasi Konvensi Apostille, seperti 

pengetahuan dan pemahaman tentang Konvensi Apostille masih belum merata di 

kalangan masyarakat dan pejabat publik di Indonesia, sistem dan prosedur 

penerbitan sertifikat apostille di Indonesia masih perlu disempurnakan, dan 

pemerintah perlu meenyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk 

melaksanakan Konvensi Apostille 

Kata Kunci: Konvensi, Appostille, Pengesahan dokumen 

 

Pendahuluan 

Dalam era globalisasi, kerja sama antar negara dalam bidang bisnis, pendidikan, 

maupun diplomasi, dan kepentingan untuk menjalin hubungan yang baik dengan 

negara-negara lain semakin menjadi prioritas. Salah satu aspek penting dalam 

kerjasama internasional adalah pengesahan dokumen, yang memiliki peran krusial 
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dalam memfasilitasi pertukaran informasi, bisnis, dan kerjasama lintas negara.   

Namun, dalam menjalin kerja sama tersebut, hal-hal administratif seperti legalisasi 

dokumen publik asing menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi. Proses yang 

rumit dan biaya yang tinggi menjadi hambatan bagi banyak orang untuk 

mendapatkan pengesahan dokumen publik yang diperlukan untuk berbagai 

keperluan. 

Dalam konteks ini, Konvensi Apostille menjadi instrumen yang sangat relevan. 

Konvensi tersebut, yang pertama kali diadopsi di Den Haag pada tahun 1961, 

bertujuan untuk menyederhanakan proses pengesahan dokumen untuk kepentingan 

internasional. Konvensi Apostille adalah sebuah perjanjian internasional yang 

bertujuan untuk menghapuskan kewajiban legalisasi diplomatik atau konsuler atas 

dokumen-dokumen publik yang berasal dari negara-negara yang meratifikasi atau 

mengaksesi Konvensi Apostille. Konvensi Apostille bertujuan untuk memfasilitasi 

hubungan lalu lintas internasional dengan menghapuskan syarat-syarat legalisasi 

diplomatik dan konsuler (Aida dkk. 2023). Dan Konvensi Apostille ini merupakan 

bentuk kepercayaan antar negara terhadap dokumen-dokumen publik yang 

diterbitkan oleh negara lain. Dengan adanya Konvensi Apostille, dokumen-dokumen 

publik yang berasal dari negara-negara yang menjadi anggota Konvensi Apostille 

diakui secara otomatis oleh negara-negara lain. 

Indoneesia, seebagai neegara yang teerus beerkeembang dan aktif dalam hubungan 

inteernasional, meengakui peentingnya impleemeentasi Konveensi Apostillee seebagai 

langkah strateegis dalam meenyeedeerhanakan dan meempeerceepat prosees peengeesahan 

dokumeen inteernasional. Impleemeentasi Peelaksanaan Konveensi Apostille e di Indoneesia 

seebagai neegara peenge esahan dokumeen inteernasional meerupakan upaya untuk 

meempeermudah prosees leegalisasi dokumeen bagi masyarakat dan instansi (Haris dkk. 

2018). Indoneesia teelah meeratifikasi Konveensi Apostillee pada tanggal 5 Januari 2021 
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meelalui Peeraturan Pre esideen Nomor 2 Tahun 2021. Hal ini meenjadikan Indoneesia 

seebagai neegara kee-123 yang meenjadi anggota Konveensi Apostillee. Impleemeentasi 

peelaksanaan Konveensi Apostillee di Indoneesia diatur dalam Peeraturan Me enteeri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 teentang Layanan Leegalisasi Apostille e 

pada Dokumeen Peelayanan Publik. Peeraturan ini mulai beerlaku pada tanggal 4 Juni 

2022. Deengan adanya Konveensi Apostillee, proseedur formal leegalisasi akan 

diseedeerhanakan, seelain itu dokumeen publik yang teelah dileengkapi apostillee akan 

diteerima oleeh neegara-neegara anggota peerjanjian. Dan meengurangi proseedur 

administrasi teerkait de engan peenghapusan syarat leegalisasi dokumeen publik asing. 

Peenghapusan syarat leegaliasai dokumeen publik asing ini sangat eerat hubungannya 

dalam meenunjang keemudahan dalam beerusaha atau lainnya. Tanpa dihapuskannya 

peersyaratan leegalisasi ini maka prosees leegalisasi akan panjang, lama dan beerbiaya 

mahal. Peelaksanaan Konveensi Apostillee di Indoneesia teelah dilakukan oleeh 

Keemeenteerian Hukum dan HAM, dan diharapkan dapat meeningkatkan eefisieensi prosees 

leegalisasi dokumeen.  

Meelalui impleeme entasi ini, diharapkan Indoneesia dapat leebih eefeektif teerlibat 

dalam keerjasama inte ernasional, meempeerkuat keepeercayaan, seerta meeningkatkan 

eefisieensi dalam peertukaran informasi dan bisnis deengan neegara-neegara lainnya. Pada 

tulisan ini, kita akan me engeeksplorasi langkah-langkah konkrit yang teelah diambil oleeh 

Indoneesia dalam meengimpleemeentasikan Konveensi Apostillee, seerta dampaknya 

teerhadap prosees peengeesahan dokumeen di tingkat nasional dan inteernasional. Deengan 

deemikian, kita dapat le ebih meemahami beetapa peentingnya peeran Indoneesia seebagai 

neegara yang seecara aktif beerpartisipasi dalam keerangka reegulasi inteernasional, 

khususnya dalam konte eks peengeesahan dokumeen meelalui Konveensi Apostillee. 

      Metode Penelitian 
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Dalam peeneelitian ini meetodee yang digunakan adalah peeneelitian yuridis normatif. 

Peeneelitian normatif adalah jeenis peeneelitian yang meerupakan peeneerapan hukum 

deengan cara beereekspeerimeen deengan meenggunakan bahan pustaka atau data seekundeer. 

(Soeerjono Soeekanto dan Sri Mamudji 2003). Dan teeknik peengumpulan data yang 

digunakan dalam peene elitian ini adalah studi keepustakaan atau library reeseearch. Studi 

keepustakaan adalah teeknik peengumpulan data deengan cara meembaca dan 

meempeelajari liteeratur yang reeleevan deengan topik peeneelitian. Liteeratur yang digunakan 

dalam peeneelitian ini meeliputi peeraturan peerundang-undangan, liteeratur ilmiah, dan 

dokumeen-dokumeen teerkait. 

Hasil Dan Pembahasan 

Kerangka Konseptual Dan Peraturan Perundang-undagan terkait 

Impleemeentasi adalah beermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya 

meekanismee suatu sisteem. Impleemeentasi bukan seekeedar aktivitas, teetapi suatu keegiatan 

yang teereencana dan untuk meencapai tujuan keegiatan (Nurdin 2002) Meenurut Wibawa 

(Wibawa 1994)Impleemeentasi keebijakan meerupakan peengeejawatan keeputusan 

meengeenai keebijakan yang meendasar, biasanya teertuang dalam suatu undang-undang, 

namun juga dapat beerbeentuk instruksiinstruksi eekseekutif yang peenting atas 

keeputusan peerundangan. Meenurut Winarno (Winarno 2008), Impleemeentasi keebijakan 

meerupakan alat administrasi hukum dimana beerbagai aktor, organisasi, proseedur dan 

teeknik yang beekeerja beersama-sama untuk meenjalankan keebijakan guna meeraih 

dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Konveensi Apostillee adalah Konveensi Peenghapusan Leegalisasi Teerhadap 

Dokumeen Publik Asing yang beertujuan untuk meenghapuskan syarat leegalisasi dan 

formalitas satu-satunya untuk dokumeen-dokumeen luar neegeeri yang beerasal dari suatu 

instansi atau peejabat yang meemiliki hubungan deengan peengadilan. Seertifikat apostille e 

atau Apostillee adalah seertifikag yang dileekatkan di seebuah dokumeen publik yang 
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dileegalisasi. dari seertifikat Tujuan utama dari seertifikat apostillee ini adalah untuk 

meenghapuskan seegala peersyaratan meengeenai leegalisasi di lingkup diplomatik atau 

konsuleer teerhadap dokumeen publik asing dan meemastikan bahwa yang beertanda 

tangan pada dokumeen teerseebut meerupakan peejabat yang ada di neegara asal dan seerta 

meemastikan bahwa dokumeen teerseebut beerasal dari neegara asal. Seertifikat apostille e 

bukan meerupakan suatu jaminan meengeenai isi dari dokumeen teerseebut, seehingga 

seertifikat apostillee ini hanya meenjadi syarat formal dalam hal peenge esahan tanda 

tangan dan asal dokumeen. (Gloria 2021) 

Akseesi teerhadap peerjanjian inteernasional artinya neegara yang meelakukan 

peerjanjian meengikatkan diri pada suatu peerjanjian inteernasional. Deengan meengakseesi 

Konveensi Apostillee teerseebut maka Indoneesia meenjadi neegara pihakdari Konveensi 

teerseebut, dan harus meelakukan peerubahan pada prosees leegalisasi yang biasanya 

dilakukan oleeh Peeme erintah Indoneesia deengan prosees leegalisasi meenggunakan 

apostillee. Neegara yang meengakseesi meerujuk pada tindakan seebuah neegara untuk 

beergabung atau meenye etujui suatu peerjanjian, konveensi, atau organisasi inteernasional 

(Gloria 2021). Contohnya, Indoneesia teelah meengakseesi Konveensi Apostillee deengan 

dikeeluarkannya Peeraturan Preesideen Nomor 2 tahun 2021, seehingga tunduk teerhadap 

seegala aturan dalam Konveensi Apostillee. 

Dalam Kamus Beesar Bahasa Indoneesia, leegalisasi diartikan seebagai peengeesahan 

(meenurut undang-undang atau hukum). Seecara awam, peengeesahan adalah 

meenyatakan keebeenaran atas isi dokumeen yang akan dileegalisasi. Objeek leegalisasi 

dalam peenjeelasan Pasal 73 UU Administrasi Peemeerintah meenyeebutkan Dokumeen 

Publik yang dapat dile egalisasi seelain dokumeen yang teerdokumeentasi dalam beentuk 

teertulis juga bisa dalam beentuk eeleektronik yang umumnya diseebut seebagai dokumeen 

eeleektronik. Pasal 6 UU ITEe meensyaratkan suatu informasi harus beerbe entuk teertulis 

atau asli, Informasi Eeleektronik dan/atau Dokumeen Eeleektronik dianggap sah seepanjang 
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informasi yang teercantum di dalamnya dapat diaksees, ditampilkan, dijamin 

keeutuhannya, dan dapat dipeertanggungjawabkan seehingga meeneerangkan suatu 

keeadaan. Leegalisasi meemiliki beermacam makna teergantung konteeks yang heendak 

dibicarakan. Leegalisasi meenurut Pasal 1 angka 2 Peeraturan Meenteeri Hukum dan HAM 

No. 1 tahun 2017 adalah layanan untuk meengeesahkan tanda tangan Peejabat dan/atau 

steempeel reesmi dalam dokumeen deengan peencocokan tanda tangan dan/atau steemplee 

deengan speesimeen. Seetiap neegara meemiliki prosees leegalisasi seendiri-seendiri. Lazimnya 

prosees teerseebut diatur di dalam hukum nasional seetiap neegara. Leegalisasi pada 

dasarnya adalah prosees meembuat seesuatu meenjadi leegal atau sah atau reesmi. Prose es 

itu seendiri juga beermacam-macam mulai dari peembuatan hukum positif (Undang-

Undang, Peeraturan Peemeerintah, Peeraturan Preesideen, Peeraturan Darah, dan lainlain), 

ratifikasi, peembuatan akta-akta hukum, hingga keeputusan hakim/peengadilan. 

Di  Indoneesia,  peerjanjian  inteernasional  diatur  dalam  undang-undang  nomor  

24 tahun 2000  teentang  peerjanjian  inteernasional.  Peemeerintah  Indoneesia  dapat  

meengikatkan  diri  pada suatu  peerjanjian inteernasional  deengan  beerbagai  cara  salah  

satunya  akseesi. Hal ini dimaksudkan peerjanjian inteernasional teerse ebut meenjadi 

hukum positif  di  Indoneesia  seeteelah  peerjanjian  beerlaku  bagi  Indoneesia.  Teertanggal  

5  Januari  2021, peemeerintah  Indoneesia  meelalui  keemeenteerian  hukum  dan  HAM  RI,  

teelah  meengeeluarkan pe eraturan  preesideen  no.  2  tahun  2021  yang  meenyatakan  bahwa  

Indoneesia  reesmi  beergabung dalam  konveensi  Inteernasional  teentang  Apostillee. 

Seebeelum adanya Konveensi Apostillee, proseedur leegalisasi dokumeen publik asing di 

Indoneesia meelibatkan beebeerapa tahapan yang cukup rumit. Beebeerapa pe eraturan yang 

meengatur proseedur le egalisasi dokumeen di Indoneesia seebeelum adanya Konveensi 

Apostillee antara lain adalah Peeraturan Meenteeri Luar Neegeeri No. 13 tahun 2019 teentang 

Tata Cara Leegalisasi Dokumeen dan Peeraturan Meenteeri Hukum dan HAM no. 19 tahun. 

(Mutiara Hikmah 2021) 
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Analisis Implementasi Konvensi Apostille di Indonesia  

Konveensi Apostillee meerupakan peerjanjian inteernasional yang beertujuan untuk 

meenyeedeerhanakan prosees leegalisasi dokumeen publik untuk digunakan di neegara lain. 

Peerjanjian teerseebut teelah diratifikasi oleeh 122 neegara, teermasuk Indoneesia. Indoneesia 

meengakseesi Konveensi Apostillee pada tanggal 5 Januari 2021 meelalui Peeraturan 

Preesideen Nomor 2 Tahun 2021. Peelayanan apostillee di Indoneesia dibuka untuk umum 

mulai  4 Juni 2022. Seeteelah prosees ratifikasi Peemeerintah Indoneesia teelah meengambil 

beebeerapa langkah untuk meelaksanakan Konveensi Apostillee, yakni deengan cara: 

1. Meenunjuk Keemeenteerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seebagai le embaga yang 

beertanggung jawab me elaksanakan Konveensi Apostillee  di Indoneesia. 

2. Meeneerbitkan Peeraturan Preesideen Nomor 2 Tahun 2021 yang meengeesahkan 

Konveensi Peenghapusan Leegalisasi Catatan Publik Asing. 

3. Teerbitnya Peeraturan Meenteeri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 

4. Kantor layanan Apostillee teelah didirikan di kantor wilayah Keemeente erian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia di seeluruh Indoneesia. 

 5. Meelaksanakan sosialisasi  masyarakat dan eedukasi meengeenai peelayanan apostillee. 

Pada Impleemeentasi Konveensi Apostillee di Indoneesia seecara umum dapat 

dikatakan dipandang positif. Layanan Apostillee teelah beerhasil meenyeedeerhanakan 

prosees leegalisasi dokumeen publik baik untuk dokumeen publik maupun otoritas 

peemeerintah. Hal ini dibuktikan deengan meeningkatnya peermintaan layanan apostille e 

seejak dipeerkeenalkannya layanan ini. Peeneerapan Konveensi Apostillee di Indoneesia  

meembeerikan dampak yang signifikan teerhadap prosees leegalisasi dokumeen publik.  
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Seebeelum meengakseesi Konveensi Apostillee, Indoneesia meembeedakan prosees leegalisasi  

dokumeen publik beerdasarkan di mana dokumeen teerseebut dibuat dan di mana 

dokumeen teerseebut digunakan: 

 1.  Di Indoneesia Dokumeen dibuat  dan sampai dibuat. Dokumeen ini dipeerlukan saat 

meenggunakannya di luar neegeeri. Seebeelum dapat disahkan oleeh peejabat Deeparteemeen 

Konsuleer Keemeenteerian Luar Neegeeri, harus disahkan teerleebih dahulu  oleeh peejabat 

yang ditunjuk di Keemeenteerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Urusan (Konsul 

ditunjuk Keemeenteerian Luar Neegeeri). 

 2. Dokumeen yang dibuat di luar neegeeri dan dimaksudkan untuk digunakan di 

Indoneesia harus dileegalisir teerleebih dahulu  oleeh peejabat  Keedutaan Be esar Reepublik 

Indoneesia seebeelum dile egalisir oleeh konsulat Keemeenteerian Luar Neegeeri teerkait.(Ara 

Annisa Almi 2022) 

Dampak Implementasi Konvensi Appostille Di Indonesia 

Seeteelah adanya Konveensi Apostillee di Indoneesia, prosees leegalisasi dokumeen 

meenjadi leebih mudah dan eefisieen. Layanan Leegalisasi Apostillee Onlinee Dokumeen dari 

Indoneesia dapat diakui untuk dipeergunakan di luar neegeeri baik oleeh Warga Neegara 

Indoneesia maupun Warga Neegara Asing. Prosees peengajuan deengan aplikasi apostille e 

dapat dilakukan oleeh WNI dimanapun, namun peenceetakan seertifikat apostilleenya 

hanya dapat dilakukan di Kantor Wilayah Keemeenteerian Hukum dan HAM. Dalam 

hal ini, Keemeenteerian Hukum dan HAM (Keemeenkumham) RI meenjadi le embaga yang 

beertanggung jawab atas impleemeentasi Konveensi Apostillee di Indone esia. Layanan 

Apostillee dapat meemudahkan masyarakat untuk bisa meemeenuhi peersyaratan 

leegalisasi dokumeen peendidikan dan peelatihan di luar neegeeri, seerta dokumeen publik 

lainnya. Deengan adanya layanan Apostillee, prosees leegalisasi dokumeen meenjadi leebih 

ceepat dan eefisieen, seehingga dapat meeningkatkan eefeektivitas peelayanan publik.(Ara 

Annisa Almi 2022) 
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Teelah ada beebeerapa peeneelitian seebeelumnya yang meengkaji teentang Apostillee, 

antara lain oleeh Gloria. Hasil peeneelitian ini meenjeelaskan bahwa Apostille e Conveention 

dapat meembeerikan ke euntungan yang sangat beesar bagi Indoneesia. keeuntungan 

teerseebut meendorong minat inveestasi inteernasional dan juga meempeermudah seetiap 

individu di neegara anggota konveensi, teerutama yang meemeerlukan peengakuan 

leegalitas dokumeen lintas neegara. Prosees leegalisasi dokumeen asing yang dahulu 

meelalui prosees yang rumit dan meelalui banyak leembaga peemeerintahan seepeerti 

Keemeenteerian Hukum dan HAM seerta Keemeenteerian Luar Neegeeri.(Gloria 2021) 

Indoneesia teelah meengakseesi Konveensi Apostillee pada tanggal 23 Meei 2023. 

Konveensi ini beertujuan untuk meenyeedeerhanakan prosees leegalisasi dokumeen publik 

yang beerasal dari neegara-neegara anggota Konveensi. Deengan adanya Konveensi 

Apostillee, dokumeen publik yang dikeeluarkan oleeh otoritas publik di ne egara anggota 

Konveensi dapat langsung diteerima di neegara anggota lainnya tanpa peerlu meelalui 

prosees leegalisasi yang rumit dan meemakan waktu. 

Meeskipun deemikian, teerdapat beebeerapa tantangan yang dihadapi Indoneesia dalam 

impleemeentasi Konveensi Apostillee. Peengeetahuan dan peemahaman teentang Konveensi 

Apostillee masih beelum meerata di kalangan masyarakat dan peejabat publik di 

Indoneesia. Hal ini dapat meenimbulkan keebingungan dan keetidakpastian dalam 

peeneerapan Konveensi Apostillee.mSisteem dan proseedur peeneerbitan seertifikat apostille e 

di Indoneesia masih peerlu diseempurnakan. Hal ini untuk meemastikan bahwa seertifikat 

apostillee yang diteerbitkan beenar-beenar meemeenuhi peersyaratan Konveensi Apostille e. 

Peemeerintah peerlu me enyiapkan sumbeer daya manusia yang meemadai untuk 

meelaksanakan Konveensi Apostillee. Sumbeer daya manusia ini meeliputi teenaga ahli 

yang meemahami Konve ensi Apostillee dan mampu meeneerapkannya dalam praktik. Dan 

banyak juga masyarakat masih beelum meemahami manfaat Konveensi Apostillee. Hal 

ini dapat meenyeebabkan masyarakat eenggan meenggunakan seertifikat apostillee. 
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Penutup 

Kesimpulan 

Indoneesia teelah meengakseesi Konveensi Apostillee pada tanggal 5 Januari 2021 meelalui 

Peeraturan Preesideen Nomor 2 Tahun 2021. Peelayanan apostillee di Indoneesia dibuka 

untuk umum mulai 4 Juni 2022. Seeteelah prosees ratifikasi, Peemeerintah Indoneesia teelah 

meengambil beebeerapa langkah untuk meelaksanakan Konveensi Apostillee, seepeerti 

meenunjuk Keemeenteerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seebagai le embaga yang 

beertanggung jawab meelaksanakan Konveensi Apostillee di Indoneesia, meeneerbitkan 

Peeraturan Preesideen Nomor 2 Tahun 2021 yang meengeesahkan Konveensi Peenghapusan 

Leegalisasi Catatan Publik Asing, teerbitnya Peeraturan Meenteeri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 6 Tahun 2022, meendirikan kantor layanan Apostillee di kantor 

wilayah Keemeenteerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seeluruh Indoneesia, dan 

meelaksanakan sosialisasi masyarakat dan eedukasi meengeenai peelayanan apostillee. 

Impleemeentasi Konveensi Apostillee di Indoneesia seecara umum dapat dikatakan 

dipandang positif kare ena layanan Apostillee teelah beerhasil meenyeedeerhanakan prosees 

leegalisasi dokumeen publik baik untuk dokumeen publik maupun otoritas peemeerintah. 

Meeskipun deemikian, te erdapat beebeerapa tantangan yang dihadapi Indoneesia dalam 

impleemeentasi Konveensi Apostillee, seepeerti peengeetahuan dan peemahaman teentang 

Konveensi Apostillee masih beelum meerata di kalangan masyarakat dan peejabat publik 

di Indoneesia, sisteem dan proseedur peeneerbitan seertifikat apostillee di Indoneesia masih 

peerlu diseempurnakan, dan peemeerintah peerlu meenyiapkan sumbeer daya manusia yang 

meemadai untuk meelaksanakan Konveensi Apostillee. 
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